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KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya,
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)
Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan
Mei 2026 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang
berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan

pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua
Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat
sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Mei 2026, kami telah melaksanakan
berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan,
hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola

pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut
sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih
kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat,
mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah

berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh
karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan
kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua
pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan
Produktif.

Merauke, 10 Juni 2026

NIP 999920240117145257
i



Y eep™

BADAN PENGARAH PAPUA

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... ettt ettt ettt et e et eeeseeeannnnnaaeasseenns i
D I ) ii
DAFTAR GAMBAR ...ttt ettt ettt e eeeeeaneeeeeseeeannnneaessesennns iii
DAFTAR TABEL. ... eeettititieiiiiii e eeeeeeareeeeeeeeeaannnneeeeseeesnnnnneeessesanns iv
BAB | PENDAHULUAN ...t iiiiiiiii et eeeieiie et eeeeananeeeeaseeannns 1
1.1 MaKSU daN TUJUBN. ....cviiiitiiiiiicieiee e 1
1.2 Ringkasan Kelembagaan...........ccccceeiiiieiiiii i 1
1.2.1  Landasan/Dasar ATUIAN.........cceieiiereeieeieesieeee e sieeeeseesseeeesseesseessesseesseenees 1
1.2.2  DBFINISI..ccuiiieieie ettt re e 2
1.2.3  Struktur Kelembagaan ..........cccoceiieiiiiiiecsiee e 2
1.2.4  TUQAS AN FUNGSI ..ovieieiiieiieeie ettt be e sra e 2
1.2.5 Ruang LingKup Kegiatan ...........ccccoueiiiiieiieiieie e 3
1.2.6  Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 4
BAB Il PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN ...coiiiiiiiii i eeeees 6
2.1  Rekapitulasi Kegiatan ...........cccccieiierieiieiiesis e 6
BAB Il PENUTUP. ...eeeettiiiiiii ittt e et e rreee e e eeas 16
3.1 KESIMPUIAN ... e res 16
3.3 o PBNULUD e 18
Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022..........ccccooviiiiiencnennnnnns 2



e
A

s e
& * BPP‘
ey
I

Y
A

S

=~ 4 BADAN PENGARAH PAPUA
o
2

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan.................. 5



*

sPP

BADAN PENGARAH PAPUA

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh

Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang

OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun

ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta

Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan

Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan,
Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK
Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus.

Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan
Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola
Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.

Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua

Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-
2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan

Pengarah Papua



8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru
Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua

9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

1.2.2 Definisi

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah
Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi,
dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di
wilayah Papua.

2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan
lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

1.2.3  Struktur Kelembagaan

STRUKTUR

0 RGAN ISASI Wakil Presiden RI
Anggota
3ADAN
PEN GARAH Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan
PA P UA Menteri PPN/ 6 Anggota Perwakilan

Kepala Bappenas Provinsi di Papua

Sekretaris
Komite
e -
Papua Eksekutif

Kelompok Kerja

Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

1.2.4  Tugasdan Fungsi

1)  Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai

tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan
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pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan

fungsi:

a.

1.2.5

Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan
pembangunan di wilayah Papua;

Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan,
pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan
perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan
Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah Provinsi Papua;

Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan
isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah
Papua;

Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di
wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan
dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan\
pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan

Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107

Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua,

Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam

pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan palaksanaan pembangunan Papua khususnya

Papua Selatan secara general, sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi
dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan

3
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nasional dan peraturan daerah terkait Otsus:
= Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan,
serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan
nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
b. Harmonisasi Data dan Informasi
= Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan,
dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan
keputusan yang berbasis data.
c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program
= Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala
dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..
d. Koordinasi Internal dan Eksternal
= Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan
adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah,
masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
= Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai
rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..
e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya
- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat
terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
= Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam
proses pengawasan dan keberlanjutan program.
f. Pelaporan dan Transparansi
- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada
seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
= Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara
berkala dan terbuka.

1.2.6  Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan
didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur
BP30OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah :
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Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

JLH
NO. UNIT KERJA & JABATAN
ORG
1. Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua 1 org
Selatan
1. POKJA Papua Sehat lorg
Z. NETUITTUUR
) 2. POKJA Papua Cerdas lorg
Kerja
3. POKIJA Papua Produktif
(POKJA) P Lorg
4. POKJA Papua Polhukam - org
3. Pendukung . TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke 5 org
Administratif Provinsin Papua Salatan
dan substantif
4. Staf/ . Staf/lkaryawan yang diperbantukan kepada 3org
Karyawan BP30OKP yaitu karyawan PPNPN
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BAB 11
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan Mei
2026 terurai sebagai berikut:

1. NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama
Bpk. Gubernur Papua Selatan, Bpk. Meteri Kesehatan RI dan Bpk.Ketua MRP
Pada : Jumat, 05 Mei 2026

lan Yan h Disampaikan ke B k Menteri Kesehatan :

» Pengembangan Jejaring Layanan Prioritas : Mengusulkan program pengampuan
layanan medis prioritas untuk berbagai penyakit berat (Kanker, Jantung, Stroke, Uro-
Nefrologi, KIA, Kesehatan Jiwa, dan mata) agar masyarakat tidak perlu di rujuk
keluar daerah.

* Pembangunan SDM Kesehatan : Memohon dukungan pemerintah pusat untuk
memberikan kesempatan akses bagi putra-putri papua selatan agar menempuh

Pendidikan spesialis dan mendapatkan praktik di rumah sakit pengampu.

Peningkatan Status Fasilitas Medis ; Papua Selatan belum memiliki Rumah Sakit
Provinsi, usulan untuk menjadikan RSUD Merauke dapat ditingkatkan

kemampuannya melaui transfer ilmu dari rumah sakit Nasional/Regional.

14
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2.

NOTULEN RAPAT Koordinasi Antarkementerian, Bpk Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Bersama dengan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan,
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, dan MRP

Pada Kamis 7 Mei 2026

Pembahasan dan Usulan Proses koordinasi strategis antarkementerian,BP3OKP,
MRP, Dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus

Penyusunan Regulasi terhadap PP Nomor 54 Tahun 2004. Fokus utama pada
pembahasan ini adalah Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai
perubahan kedua atas PP 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua(MRP).
Pembahasan mengenai kondisi real yang terjadi di lapangan, yaitu tantangan
pembangunan di tanah papua dalam bidang Pendidikan (Papua Cerdas), Kesehatan
(Papua Sehat), dan Ekonomi (Papua Produktif).

Dalam kegiatan tersebut juga melakukan Pembahasan subtansi mengenai
keanggotaan MRP, alat kelengkapan, hak keuangan, tugas, dan fungsi MRP untuk
memperkuat perlindungan bagi Orang Asli Papua (OAP).

Membahas dan juga mengkoordinasikan terkait pemenuhan amanat UU Otonomi
Khusus Papua terkait penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di tingkat
provinsi.

Optimalisasi Peran MRP sebagai Representasi Kultural Melalui penguatan ini, MRP
diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menjaga nilai-
nilai adat, budaya, serta melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam roda
pemerintahan dan pembangunan.

Wakil Menteri Dalam Negeri juga menegaskan bahwa keberadaan MRP sebagai
representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) memiliki peran penting dalam
menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papua.

15
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» Diusulkan adanya penguatan koordinasi dan sinergi yang lebih erat antara
pemerintah pusat, lembaga MRP, serta seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) terkait.

+ Mewujudkan Tata Kelola Otonomi Khusus (Otsus) yang Lebih Baik: Diusulkan agar
perubahan regulasi ini mampu menciptakan tata kelola Otonomi Khusus Papua yang
memenuhi tiga kriteria utama: Lebih efektif, Transparan, dan Berpihak kepada

kepentingan Orang Asli Papua (OAP).

3. NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama Bpk.
Gubernur Meki Nawipa, SH , Penjabat Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus
Soemoele, Pimpinan DPRD, DPRP,

Pada Rabu 11-12 MEI 2026

Usulan yang sudah di sampaikan ke Kepala Daerah Se-Tanah Papua

* Memandang perlu adanya forum bersama yang tidak hanya membahas aspek
kebijakan, tetapi juga memastikan penguatan koordinasi antar-pemerintah dan tata
kelola dana otsus secara akuntabel.

* Mengajak seluruh pimpinan daerah untuk membangun budaya kerja yang disiplin,
transparan, dan melayani,

«  Perlu memastikan pengelolaan dana otsus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,
khususnya Orang Asli Papua.

* Mengusulkan agar forum ini dilembagakan secara berkala sebagai instrumen strategis
untuk mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, dan penyelarasan kebijakan antara

pemerintah pusat dan daerah guna mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua.

16
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« Percepatan Regulasi Turunan: Mendorong pemerintah daerah untuk segera
menuntaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah
Khusus (Perdasus) agar kewenangan khusus Papua memiliki kepastian hukum yang

operasional di lapangan.

4. NOTULEN RAPAT Dengar Pendapat Ketua DPRP Bersama Anggota, Kepala BP3OKP
danBpk. Wakil Gubernur Papua Selatan
Pada, Selasa 19 Mei 2026

Kesimpulan RDP dan Usulan dari Pendemo:

1. Para pendemo menyampaikan aspirasi tentang penolakan PSN dan Peternakan Sapi
dan Kerbau di Kimaam. Alasan penolakan peternakan Sapi dan Kerbau di Kimaam
di sampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan,Ketua DPR dan
perwakilan masing-masing komisi, MRP, dan para pendemo

2. Kepala BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Menghimbau dan
menyarankan agar segala aspirasi di sampaikan secara bijak dan tertulis. Segala
usulan yang berkaitan dengan PSN,dan peternakan harus di komunikasikan kepada
Gubernur, Bupati, BP3OKP, MRP, DPRP, Tokoh Masyarakat, Toko Adat. Tokoh
Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemudah untuk didiskusikan bersama di atas
tikar adat tentang manfaat dan benefit dari peternakan bagi masyarakat adat dan
keterlibatan dari putra-putri OAP dalam suatu peternakan itu.

3. Kepala BP3OKP menyampaikan bahwa segala aspirasi dan keluh kesah dari
masyarakat dapat disampaikan kepada DPRP dan DPRK. DPR adalah rumah bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

4. Para pendemo meminta Wakil Gubernur, Ketua DPR, Perwakilan masing-masing
Fraksi, MRP, POLSEK Kurik, dan para Pendemo untuk menandatangani PETISI
PENOLAKAN PETERNAKAN SAPI dan KERBAU di KIMAAM.

17
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5. NOTULEN RAPAT BP30OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama
Bpk, Gubernur Provinsi Papua Selatan,

Pada ; Rabu, 20 Mei 2026

Usulan Lokasi dan Fokus kegiatan

« Usulan lokasi utama Panen Raya yang semula di rencanakan di Semangga 3
kemudian di usulkan lokasi baru yang di pindahkan ke titik baru yaitu di
Wanam dengan fokus di area Km 22.

» Pada Pertemuan itu diusulkan juga titik alternatif, yaitu: di usulkan penetapan
minimal 3 (Tiga) titik alternatif selain di Wanam, Semangga 3 dan juga Kurik

untuk menjamin kesiapan lokasi sesuai dengan kesiapan Panen Raya Padi.

Rencana Aksi Persiapan ;
» Koordinasi forkopimda ; Melaksanakan kunjungan kerja forkopimda ke

wanam untuk melakukan pengecekan kesiapan lapangan secara

komperehensif.

18
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Audit sarana dan Prasarana; Melakukan Verifikasi dan pemeriksaan
menyeluruh terhadap kesiapan sarana prasarana serta penunjang di Area
Wanam.

Pembentukan tim Kkerja ; Membentuk Tim Kerja yang memiliki
tanggungjawab yang spesifik pada setiap lokasi yang telah di tentukan.
Persiapan Pengaspalan Jalan dari Wanam sampai Nakias harus selesai sebelum
Panen Raya di Wanam, dan hal ini dilakukan sebagai ujud nyata bahwa
Pemerintah Pusat Hadir melalui PSN untuk memberikan kemudahan akses

yang baik bagi seluruh Masyarakat.

Integrigatas Pembangunan dan Hilirisasi

Mengawal pembangunan fasilitas pendukung yang sedang berlangsung
termasuk pembangunan Batalyon 861, Bandara, Pengasapalan jalan 11Km
Menuju Wanam,Wogikel serta system irigasi untuk 1200 Ha Sawah.
Pemanfaatan lahan; Melaksanakan Percepatan proses hilirisasi pada lahan
seluas 10.000Ha di Wanam dari total potensi lahan yang ada, dengan semangat
kolaborasi antar pemangku kepentingan (Forkopimda Provinsi dan
Kabupaten)

Mengintegrasikan dukungan PSN dengan Rehabilitasi dapur MBG di wanam

dan Wogikel sebagai bagian dari Program Strategis daerah.

19
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LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA SEHAT

MEI TAHUN 2026

1. KOORDINASI PENGUATAN SINERGI BP3OKP, MRP, DAN DPR AFIRMASI

PAPUA  SELATAN

DALAM MENDUKUNG KESEHATAN DAN

KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA

Hari/Tanggal : 21 Mei 2026
Tempat: Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Merauke

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pokja Papua
Sehat BP3OKP Papua Selatan untuk memperkuat koordinasi
lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Otonomi
Khusus Papua, khususnya pada bidang kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan ibu dan anak, serta

peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

B. Tujuan Kegiatan : 1.

3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam mendukung

4. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi agenda

5. Mendorong penguatan peran perempuan Orang Asli Papua

Mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi lintas lembaga
sebagai wadah sinergi program dan kegiatan.

Membangun kesamaan persepsi antara BP3OKP Papua
Selatan, MRP Papua Selatan , dan DPR Jalur Afirmasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam

menjalankan misi Papua Sehat.

pembangunan kesehatan dan kesejahteraan Orang Asli

Papua.

kolaborasi bersama.

dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

C. Peserta kegiatan :

1
2
3. Anggota Pokja Perempuan MRP Papua Selatan.
4

. Ketua Pokja Perempuan MRP Papua Selatan.
. Wakil Ketua Pokja Perempuan MRP Papua Selatan.

. Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan.
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D. Tugas dan Fungsi yang
Dilaksanakan :

Sinkronisasi

Melakukan penyelarasan pemahaman mengenai peran
BP3OKP Papua Selatan, MRP Papua Selatan, dan DPR Jalur
Afirmasi dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus
Papua, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Orang
Asli Papua.

Harmonisasi

Mengharmonisasikan berbagai gagasan dan usulan program
yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan perempuan,
kesehatan keluarga, perlindungan ibu dan anak, serta
pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua.
Evaluasi

Mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi
dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, penurunan
stunting, pemberdayaan perempuan, serta efektivitas
koordinasi antar lembaga dalam mengawal kepentingan Orang
Asli Papua.

Koordinasi

Melaksanakan koordinasi awal sebagai persiapan rapat
bersama antara BP3OKP Papua Selatan, MRP Papua Selatan,
dan DPR Jalur Afirmasi, termasuk pembahasan kebutuhan
dukungan fasilitas pelaksanaan kegiatan dan agenda kolaborasi
yang akan dikembangkan bersama.

E. Misi/Keterangan

Papua Sehat

Melalui pembahasan mengenai penguatan edukasi pola hidup
sehat, peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan
penurunan stunting, peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap kesehatan keluarga, serta penguatan kolaborasi lintas
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lembaga dalam mendukung pembangunan  kesehatan

masyarakat Orang Asli Papua.

F. Hasil Kegiatan :

Kegiatan koordinasi menghasilkan kesepahaman awal
mengenai pentingnya membangun sinergi yang lebih kuat
antara BP3OKP Papua Selatan, MRP Papua Selatan, dan DPR
Jalur Afirmasi dalam mengawal berbagai program yang
berkaitan dengan kesehatan, pemberdayaan perempuan,

perlindungan keluarga, dan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Dalam diskusi, peserta menyoroti pentingnya
peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pola hidup
sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan berbagai masalah
kesehatan yang masih banyak ditemukan di masyarakat.
Perempuan dipandang memiliki peran strategis dalam
membentuk perilaku hidup sehat dalam keluarga sehingga
perlu memperoleh perhatian khusus melalui berbagai program
edukasi dan pemberdayaan.

Peserta juga membahas pentingnya kolaborasi lintas lembaga
dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Papua
Selatan. Penanganan stunting dinilai memerlukan pendekatan
yang terintegrasi melalui penguatan kesehatan ibu dan anak,
perbaikan pola asuh, peningkatan akses pelayanan kesehatan,

serta dukungan lintas sektor lainnya.

Selain  itu, peserta mengusulkan  perlunya
penyelenggaraan forum diskusi publik yang membahas isu
perempuan Orang Asli Papua sebagai wadah untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan,
memperkuat  literasi ~ kesehatan, serta  mendorong
pemberdayaan ekonomi keluarga.
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Dalam pertemuan juga dibahas rencana pelaksanaan
rapat koordinasi bersama antara BP3OKP Papua Selatan, MRP
Papua Selatan, dan DPR Jalur Afirmasi sebagai forum strategis
untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mengawal

pembangunan yang berpihak kepada Orang Asli Papua.

G. Rekomendasi dan
Rencana Tindak Lanjut

1. forum diskusi publik terkait perempuan Orang Asli Papua
dan pembangunan keluarga.

2. Perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam
percepatan penurunan stunting di Papua Selatan.

Rencana Tindak Lanjut

1. Menyusun agenda dan materi rapat koordinasi lintas
lembaga.

2. Melakukan koordinasi lanjutan terkait waktu, tempat, dan
mekanisme pelaksanaan rapat bersama.

3. Mengidentifikasi ~ program  prioritas  yang  dapat
dilaksanakan secara kolaboratif.

4. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi
berkelanjutan antar lembaga

H. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD
Kabupaten Merauke Tahun 2026 berjalan dengan baik dan
menghasilkan berbagai usulan program prioritas pada sektor
Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang
mendukung  percepatan  pembangunan  daerah  dan
implementasi Otonomi Khusus di Kabupaten Merauke.

Saran

1. Perlu penguatan koordinasi lintas sektor dalam
pelaksanaan program prioritas;

2. Perlu peningkatan  kualitas perencanaan  dan
penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat

3. Perlu penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap
implementasi program Otsus

4. Perlu keberlanjutan sinergi antara pemerintah
kabupaten, provinsi, dan stakeholder pembangunan.
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DOKUMENTASI
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LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA CERDAS

MEI TAHUN 2026

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas pada laporan ini merupakan kegiatan yang
dilaksanakan pada triwulan 2 ||Mei tahun 2026, dengan rincian kegiatan yang terurai pada
Tabel 2. 1 berikut.

Tabel 2. 1 Rincian Kegiatan BP3OKP Pokja Papua Cerdas Triwulan 2 tahun 2026

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tgl : Rabu, 06 Mei 2026

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun

Kegiatan 1

2026
] Surat Undangan Pengurus MKKS SMK Papua
Selatan
4 Insidentil : Sebutkan Alasannya
Tindaklanjut Arahan Kepala BPP-PPS
Surat Tugas Nomor .
........................................................... Tanggal
Lokasi Kegiatan . Kantor BPP
Judul Kegiatan : Menyusun dan mengumpulkan dokumen Usulan Lokasi Kunjungan
Kerja Wakil Presiden Ke Provinsi Papua Selatan Tahun 2026
Misi/Keterangan : POKJA PAPUA CERDAS
Tugas dan Fungsi yang :  SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua
dilaksanakan
Pelaksana Kegiatan . BPP-PPS
Peserta Kegiatan/ Sumber Dokumen :  Pimpinan Bevak Pintar, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan,
Dinas Pendidikan Kab. Merauke, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan : Mengumpulkan dan menginventaris dokumen terkait dengan

rancangan lokasi kunjungan kerja Wakil Presiden RI

1.  Terkumpulnya data lokasi kunjungan kerja Wapres RI terkait
dengan POKJA Papua Cerdas.

2. Dokumentasi kondisi dan situasi rencana lokasi kunjungan Wapres

3.  Data 5 Dapur MBG yang tersuspend/tidak beroperasi di Kabupaten
Merauke

4,  Terpenuhinya matriks usulan lokasi dan profil tujuan kunjungan
Wapres khususnya pada lokasi pelaksanaan kegiatan pendidikan
yang mendidik siswa mayoritas OAP di Papua Selatan Khususnya
Kab. Merauke
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Rekomendasi dan Rencana
Tindak Lanjut

1. Lakukan kunjungan identifikasi kesesuaian pada lokasi yang

membutuhkan dukungan dalam pengembangan dan peningkatan
kualitas pendidikan bagia OAP.

Lakukan kunjungan identifikasi untuk memastikan lokasi
memiliki akses layanan standar sebagai unit pembelajaran
Lakukan kunjungan identifikasi untuk memastikan peserta didik
mayaoritas Orang Asli Papua

Lakukan kunjungan identifikasi untuk memastikan atmosfir
akademik dan lingkungan pendidikan sesuai dengan kenyataan
yang berlangsung

Lakukan kunjungan dan investigasi lokasi dan kondisi 5 dapur
MBG yang tersuspend/tidak beroperasi

Lakukan rapat koordinasi bersama pimpinan unit terkait, sebagai
bentuk pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan koordinasi dalam

Dokumentasi Lokasi Tujuan
Kunjungan Wapres

rangka kunjungan Wapres.
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
: Hari/Tgl : Senin, 18 Mei 2026
Kegiatan 2 Pukul : 10.00-12.00 WIT
Dasar Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Kegiatan Anggaran POKJA
Tahun 2026
L] Undangan Bupati Merauke tentang
MUSRENBANG OTSUS
4 Insidentil : Sebutkan Alasannya
Kunjungan Kerja Unsur Pimpinan Lapas Kab.
Merauke

Surat Tugas Nomor .
........................................................... Tanggal

Lokasi Kegiatan :
Aula BAPERIDA Kabupaten Merauke

Judul Kegiatan . Kunjungan Kerja Mitra

Misi/Keterangan : Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat
dan Papua Produktif dan Papua Damai

Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan :  SHEK Rencana Program Percepatan Pembangunan

Kabupaten Merauke dalam Rangka Otsus Papua sesuai RIPPP
dan RAPPP tahun 2025-2029

Pelaksana Kegiatan . Lapas Kab. Merauke

Peserta Kegiatan . Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua
Sehat, Papua Produktif, Pimpinan Lapas Beserta Jajarannya

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan : Kolaborasi SHEK Pelaksanaan Tugas Lapas Kab. Merauke

Hasil/output Kegiatan

1. Perkenalan dan sosialisasi BPP bersama mitra strategis yaitu
Lapas Kab. Merauke

2. SHEK tugas fungsi dan peran masing-masing dalam rangka
mengawal pembangunan terkhusus dalam rangka percepatan
pembangunan dalam hal stabilitas keamanan dan

pembangunan karakter positif SDM Papua Selatan
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut . Rekomendasi

1. Melakukan kunjungan kerja SHEK pada Lapas Kab. Merauke
bersama para narapidana

2. Bersinergi bersama lapas dan pihak terkait dalam melakukan
pembinaan mental dan karakter pada para narpidana yang
berdomisili pada lapas Kab. Merauke

Dokumentasi
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BAB Il
PENUTUP
3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Mei 2026, dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan
koordinasi (SHEK) oleh Anggota BP3OKP dan Pokja Papua Sehat bersama pemerintah pusat
terkait telah berjalan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus.

Poin-poin penting yang menjadi kesimpulan utama adalah:

« Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kemandirian dan pemerataan
layanan kesehatan di Papua Selatan. Tujuannya adalah memutus ketergantungan rujukan
medis ke luar daerah melalui tiga pilar utama: perluasan jejaring penanganan penyakit berat
(prioritas), pemenuhan dokter spesialis lewat afirmasi putra-putri daerah, dan peningkatan
kapasitas RSUD Merauke menjadi rumah sakit rujukan utama berstandar
nasional/regional.

» Merekomendasikan Revisi strategis terhadap PP Nomor 54 Tahun 2004 guna memperkuat
eksistensi, kewenangan, dan fungsi kultural MRP. Langkah ini dinilai mendesak untuk
menyelaraskan regulasi dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 (UU Otsus terbaru) demi
mewujudkan tata kelola Otonomi Khusus yang lebih efektif, transparan, serta berkomitmen
penuh pada perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

» Merekomendasikan pelembagaan forum bersama secara berkala sebagai instrumen
strategis untuk memperkuat koordinasi antar-pemerintah dan mengakselerasi
pembangunan di Tanah Papua. Forum ini difokuskan pada perwujudan tata kelola dana
Otsus yang transparan dan akuntabel, penuntasan regulasi turunan (Perdasi/Perdasus) demi
kepastian hukum, serta pembangunan budaya kerja birokrasi yang disiplin dan melayani

agar manfaatnya dirasakan langsung oleh Orang Asli Papua (OAP)
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3.3.  Penutup

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika
serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Mei 2026. Beragamnya
kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan komitmen

bersama seluruh pihak.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

- Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan
koordinasi.

- Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD).

- Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah
bekerja keras.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat,
Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang
telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif
yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP
Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal
dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang

berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”.

NTP: 999920240117145257

19

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF



		2026-06-12T05:02:21+0000




